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GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 065- 149 TAHUN2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DETYAI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DETYAI TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEIYAI TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEIYAI

TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat
(1) dan ayat (21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Talrun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penggarrti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dievaluasi
oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Talrun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati
Deiyai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran20221,

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

Mengingat
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2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2O01 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimala
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentarr.g Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor LT Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tanbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2l Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor a2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Pemndang-undangan (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang
Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pengganti
Undang-Undang Nomor I Tahun 2O2O tentang
Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 20OO tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOO Nomor 210, Tambahan Lembaral Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 lentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang
Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6O57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 18 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O2O tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Da-lam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2O2O lentang Pelaksanaan Program Pemulihan
Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan
Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2OL9 (COVID-19) dan/ atau menghadapi
Ancaman yalg Membahayalan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dal Rencala
Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67311;

20. Peraturan Menteri......./5
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
r57l;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peratural Daerah
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dal Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 450);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahwn 2Ol7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaal Pembangunan dal Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor1447);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O20
tenta-ng Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
(COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2491;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 202O
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2O2l tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan
Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 91O);

26. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Ta}r:un 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
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27. Peratrrra:n Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tah:ur. 2O2l
tentang Pedoman Penyrrsunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun krggaran 2022
dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang
Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O22
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Bupati Deiyai bersama Dewan Perwakilan Ralyat Daerah
Kabupaten Deiyai sebagaimana hasil evaluasi harus
memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi
sebagaimana tercantum dalam penjelasan Lampiran
Keputusan ini untuk perbaikan pengelolaan keuangan
daerah terkait kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten Deyai Tahun Anggaran 2O22 terhadap:.

a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai
Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Deiyai
tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten
Deiyai Tahun Anggaran 2O22 khususnya aspek
legalitas dan kebijakan; dan

b. Temual Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan.

Bupati Deiyai menyampaikan rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Deiyai Tahun Anggaran 2022 yang telah dilakukan
penyempurnaan kepada Gubernur sesuai hasil evaluasi
untuk mendapatkan Nomor Register.

Bupati Deiyai menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2022 menjadi
Peraturan Daerah d21 Rancangan Peraturan Bupati
Deiyai tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2022 menjadi
Peraturan Bupati setelah melakukan penyempurnaan
paling 1a6" 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya
Keputusan Gubernur.

KELIMA:....../7
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Bupati Deiyai segera menyampaikan Peraturan Daerah
Kabupaten Deyai tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Deyai Tahun Anggaran 2022 kepada
Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal l8 September 2023

H. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/T'TD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

SE YOTENI, SH., M.Si
IP. 19650902 199610 1001

Salinal Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah di

Nabire;
8. Bupati Deiyai di Wagete;
9. Ketua DPRD Kab. Deiyai di Wagete.



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR :065 - 149 TAHUN 2023
TANGGAL :18 SEPTEMBER 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DETYAI

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEryAI TAHUN ANGGARAN 2022 DAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEIYAI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN DEryAI TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN
PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN APBD
Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaal APBD dan Rancalgan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas, dan kebijakan.

Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu
ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Deiyai pada tahun-tahun
berikutnya, meliputi:

A. KONSISTENSI
Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran dalam APBD
dengan pagu anggaran dalam rancangan peraturan daerah, kesesuaian
nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBD dengan
rancangan peraturan daerah, dan kesesuaian struktur dan klasifikasi
pendapatan, belanja, dan pembiayaan da-lam APBD dengan rarcangan
peraturan daerah.

Hasil evaluasi konsistensi atas rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2022, sebagai berikut:
1. Pagu anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 belum
disajikan secara konsisten disandingkan dengan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD TA 2022 sehingga terdapat ketidaksesuaian
pagu anggaran antara lain:
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Tabel 1

Sandingan Pagu Anggaran pada Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Perubahan APBD TA 2022 dengan

Pagu Anggaran pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022

1\O Uraian Perubahan APBD Pertanggungj awaban
1 Belanja Operasi Rp673.677.389.850,0O (Rps.1o0.o0o.o00,o0)

Belanja Pegawai Rp218. 149.884.92O,OO Rp215.s89.003.808,0O (Rp2.s6O.881.1 12,OO)

3 Rp346.O 12.434.934,OO Rp348.5O2.434.934,00 Rp2,490.O00.000,o0

Belanja Bunga Rp4.0OO.OOO.OOO,0O Rp4.070.881. 1 12,O0 Rp70.881. 1 12,O0

Belanja Hibah Rp97.735.O69.996,OO Rp92.635.O69.996,O0 (Rps. 1O0.O0O.OOO,OO)

6 Belanja Tidak
Terduga

Rp3.O0O.0O0.O0O,OO Rp8,600.0O0.000,oO Rp5.600.000.00O,OO

Belanja Transfer Rp 126.809.806.6O0,O0 Rp 126.3O9.806.600,00 (Rp50O.000.O00,O0)

IJ Belanja Bantuan
Keuangan

Rp 126.809.806.600,oO Rp 126.3O9-806.6OO,OO (Rps0O.0OO.OO0,OO)

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Deiyai harus menyajikan pagu

anggaran pada rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 secara konsisten
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2022.

2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan
nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2022.

3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada
rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Pertanggunglawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaral 2022 telah
sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggarun 2022.

B. LEGALITAS

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan
penyajian informasi dalam men5,rrsun Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggunglawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD.

1. Memerhatikan jadwal penyampaiarl Dokumen Ranperda tentang
Pertanggunglawaban Pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten
Deiyai menyampaikan buku Ranperda tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD kepada DPRD berdasarkan surat Nomor
151/SEI/VII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 hal Penyampaian
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban APBD

Kabupaten Deiyai Tahun 2O22, belum sesuai dengan ketentuan

Selisih
Rp678-777.389.85O,00

Belanja Barang
dan Jasa

7.

2.

4.

5.
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peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa
rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggunglawaban pelaksanaan
APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja
dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai bersama dengan DPRD Kabupaten
Deiyai menyetu-jui bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD pada 29 Agustus 2023 sesuaj dengal Berita Acara
Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Deiyai
tentang Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD TA 2022 Nomor: 159 /SET /VIlll2O2s dan Nomor:
OI1/SETWAN llr-IIl/2O23, belum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa Persetujuan
bersama rancang€rn Peratural Daerah dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3. Hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Deiyai TA
2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggunglawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Deiyai TA 2022,
sudah sesuai dengan penyajian informasi berdasarkan Surat Direktur
Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 9OO.I.l5.l /7476lkeuda tanggal
15 Maret 2023 l:ral Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD T A 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai harus
menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 secara tepat waktu disertai
dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentual peraturan
perundang-undangan.

C. KEBIJAKAN
Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang
disajikal dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban
Pelal<sanaan APBD dan Rancalgan Peraturan Bupati tentang Penjabatan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Deiyai Tahun
Anggaran 2022, sebagat berikut:
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1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
A. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp929.017.981.348,00
atau 96,66Yo dari yang dianggarkan sebesar Rp961.074.311.5S0,O0.
Apabila dibandingkan dengan realisasi tota_l Pendapatan Daerah TA
2021 sebesar Rp805.960 .367 .251,32, terdapat peningkatan sebesar
Rp 155. 1 13.944.299,0O atalu l6,L4Vo.
Realisasi Pendapatan Daerah dimaksud diuraikan dalam kelompok
pendapatan daerah antara lain:
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 terealisasi sebesar
Rp53.069.238.600,00 atau 105,1O%o dari yang dianggarkan sebesar
Rp 15o.494.8 18.348,00.

Berdasarkal data di atas dapat digambarkan bahwa realisasi PAD
Kabupaten Deiyai TA 2022 melampaui target yang ditetapkan dalam
APBD. Penetapan target PAD TA 2022 dirnaksud jauh lebih tinggi
dari realisasi PAD TA 2O2l yaklri mengalami kenaikan sebesar
Rp45.635.737.889,00 ata'o 939,I8o/o.
Beberapa faktor yang mendukung tercapainya realisasi PAD
Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dari yang ditargetkan antara
lain:
a) Pendapatan Pajak Daerah terealisasi sebesar

RpI.752.249.132,00 atau 134,79oh dari yang dianggarkan
sebesar Rp 1.300.000.000,00; dan

b) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terealisasi sebesar
RpLO.847.292.523,00 atau 124,49o/o dari yang ditargetkan
sebesar Rp 8.7 13. 12 1.403,00.

Anggaran dan realisasi atas Jenis PAD Tahun Anggaran 2022,
antara lain:
a) Pajak Daerah

Pajak Daerah TA 2022 terealisasi sebesar Rpl.752.249.132,00
atau 134,79y" dari yang dianggarkan sebesar
Rp1.3Oo.0oo.000,0O.

Berdasarkan data di atas dapat digambarkan bahwa rea.lisasi
Pajak Daerah Kabupaten Deiyai TA 2022 tercapai jauh
melampaui target yang ditetapkan dalam APBD. Selanjutnya,
realisasi Pajak Daerah TA 2022 dimaksud telah mengalami
kenaikan yang signifrkan dari realisasi tahun sebelumnya
sebesar Rp909.690. 199,O0 atau 233,O7o/o.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan Pemerintah Kabupaten
Deiyai agar dapat menganggarkan target pendapatan pajak
daerah berdasarkan data potensi penerimaan pajak daerah pada
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tahun anggaran berikutnya sehingga penerimaan dari pajak
tersebut bisa dijadikan sumber pendanaan bagi program,
kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung terhadap
kesejahteraan masyarakat.

b) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah TA 2022 terealisasi sebesar RpO,OO atau 0,00%o
dari yang dianggarkan sebesar Rp 1 2.000.000,00.
Berdasarkan data dimaksud dapat digambarkan bahwa realisasi
Retribusi Daerah Kabupaten Deiyai TA 2022 tidak terealisasi
dari target yang ditetapkan dalam APBD.
Penetapan target Retribusi Daerah TA 2022 lebih tinggi dari
realisasi Retribusi Daerah TA 2O2l atau mengalami peningkatan
sebesar Rp3.300.000,00 atau 37,93Vo.
Hal ini disebabkan permasalahan legalitas peraturan daerah
sebagai dasar pungutan retribusi oleh Bappenda. Oleh karena
itu, Pemerintah Kabupaten Deiyai harus segera menetapkan
Peratural Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, pungutan retribusi daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten Deiyai untuk kepentingan orang pribadi atau badan
dipungut oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi
dalam rangka menyediakan jasa atau pemberian izin tertentu
sesuai dengal Peraturan Bupati Deiyai terkait Tugas dan Pungsi
Perangkat Daerah.
Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Deiyai
perlu melakukan langkah-langkah strategis atas pendataan
potensi retribusi daerah, peningkatan layanan publik,
memerhatikan capaian realisasi tahun sebelumnya, perkiraan
asumsi makro, serta pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi
serta tarif retribusi bersangkutan.

Memerhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar
melakukan langkah-langkah untuk peningkatan efektivitas
pengelolaan pendapatan Retribusi Daerah, antara lain:
a) Menetapkan target Retribusi Daerah berdasarkan data

potensi yang ada serta memerhatikan perkiraan
pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap target
pendapatan Retribusi Daerah. Hal ini menjadi sangat penting
mengingat penerimaan daerah merupakan rencana
penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat


